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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini ialah guna mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota 

Pontianak ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi 

PAD, rasio derajat desentralisasi, dan rasio keserasian. Pendekatan yang digunakan 

yaitu metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan kejadian-kejadian atau 

ciri-ciri yang terjadi selama penelitian dalam jangka waktu tertentu untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

rasio kemandirian masih rendah dan masih mengandalkan transfer pendapatan dari 

pusat, rasio efektivitas efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio derajat 

desentralisasi cukup, dan rasio keserasian belanja daerah mengalokasikan alokasi 

dana yang cukup besar untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal. 

 

Kata Kunci: APBD, Analisis Rasio Keuangan Daerah 
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Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2018-2022. 

 

RINGKASAN 

 

1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 

Menurut DPR, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

adalah rencana keuangan tahunan yang bertujuan untuk mendistribusikan dana, 

menjamin stabilitas, dan mengalokasikan dana. Undang-Undang 28 Tahun 2022 

menetapkan APBN sebagai salah satu cara pengelolaan keuangan negara yang 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara 

beretika dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, ketika daerah mempunyai otonomi, maka daerah juga bertanggung 

jawab mengatur dan mengatur kegiatan pemerintahan serta kepentingan daerahnya 

sendiri. 

Untuk mengelola APBD secara terbuka dan efisien, pemerintah daerah 

harus menetapkan sistem otonomi keuangan sebagai bagian dari program Otonomi 

Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, Pemerintah Daerah 

dan DPRD mengkaji dan menyetujui APBD setiap tahun, yang merupakan 

penjabaran tahunan pendapatan, belanja, dan tujuan keuangan daerah untuk periode 

yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Setiap 

tahun anggaran, seluruh pendapatan dan belanja daerah baik dalam bentuk moneter, 

barang, dan jasa harus dianggarkan menggunakan APBD.(Haryanto, 2007). APBD 

mendorong pengelolaan keuangan daerah, memberdayakan pemerintah daerah 

untuk mengawasi pembangunan melalui langkah-langkah desentralisasi. 

APBD berfungsi sebagai mekanisme pemberian pelayanan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah Kota 

Pontianak merupakan salah satu wilayah yang mempraktikkan otonomi daerah. 

Dengan kata lain, wilayah Kota Pontianak telah mengelola dan memanfaatkan 
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sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan sanggup memberikan jasa yang 

terbaik kepada rakyat sekaligus membuka peluang bagi perekonomian wilayah 

Kota Pontianak untuk tumbuh dan berkembang. 

Awani dan Hariani (2021) melihat pengaruh rasio keuangan dan 

kemandirian terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Dalam studi mereka 

pada tahun 2020, R. Baso dkk. mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten 

Bulukumba menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah. Selanjutnya APBD 

dan kinerja pemerintah Kabupaten Batubara tahun 2015 hingga 2021 diteliti oleh 

Kania dan Pratiwi (2023). Temuan menunjukkan sejumlah kelemahan, termasuk 

variasi penurunan akibat capaian kinerja realisasi PAD dan Transfer yang tidak 

konsisten. Hasil penelitian juga menyoroti ketergantungan yang tinggi pada 

bantuan pemerintah pusat, menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih relatif 

rendah. 

Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan di Kota Pontianak 

mengandalkan data yang dikumpulkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah ketika 

mengambil keputusan di tingkat daerah. Pengembangan kebijakan fiskal dan 

evaluasi efektivitas proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Pontianak sangat bergantung pada analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Pola yang muncul dapat diketahui dengan membandingkan kinerja keuangan saat 

ini dengan periode sebelumnya. Untuk lebih memahami penggunaan keuangan 

publik pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif, penelitian ini berupaya 

mengevaluasi kinerja keuangan Kota Pontianak dengan menggunakan data 

keuangan yang tersedia. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 

menggambarkan kejadian-kejadian selama periode penelitian tertentu dengan 

tujuan menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2008; Melina, 2021). 

Pendekatan ini akan dibatasi oleh data yang terdapat dalam Laporan Realisasi 
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Anggaran, yang dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang cukup untuk 

dianalisis. 

Peneliti mengumpulkan data/dokumen arsip (library Research). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, seperti literatur yang 

terdapat di perpustakaan, laporan penelitian terdahulu, dan Laporan Realisasi 

APBD Kota Pontianak Tahun 2018–2022 yang dikumpulkan dari Badan Keuangan 

Daerah Kota Pontianak (BKD). Semua analisis dan kesimpulan penelitian 

bergantung pada data ini. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun 2019 

sampai dengan tahun 2023 dengan membandingkan data pada tahun-tahun tersebut. 

Salah satu cara untuk menjelaskannya adalah ini: 

1. Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian menilai tingkat ketergantungan dana pemerintah 

daerah atau provinsi. Daerah dengan rasio kemandirian lebih besar akan 

memerlukan bantuan dari pemerintah daerah dan provinsi yang lebih kecil, 

namun daerah dengan rasio kemandirian lebih rendah harus lebih bergantung 

pada bantuan tersebut. 

Pemerintah daerah masih belum mampu mendanai proyek 

pembangunan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Hal ini mencerminkan 

rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, terbukti 

dengan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta retribusi (Awani dan 

Hariani, 2021). 

2. Menghitung Rasio Efektivitas PAD 

Rasio ini membandingkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dengan tujuan 

yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Artinya rasio ini 

merupakan hasil dari perbandingan realisasi pendapatan dengan tujuan 

pendapatan yang telah ditetapkan. Kapasitas daerah dikatakan efektif jika rasio 

yang ditetapkan minimal 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas 

PAD maka semakin besar pula kapasitas daerahnya. 
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3. Menghitung Rasio Efesiensi PAD 

Rasio efisiensi dilakukan untuk membandingkan rasio efektivitas 

dalam memberikan penilaian yang lebih akurat. Rasio efisiensi 

membandingkan realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan daerah. 

Jika rasionya kurang dari satu atau kurang dari 100%, maka dapat dikatakan 

kinerja pemerintah daerah dianggap efektif. Kinerja pemerintah dikatakan baik 

jika rasio efisiensinya rendah. 

4. Menghitung Rasio Derajat Desentralisasi 

Tujuan analisis derajat desentralisasi adalah untuk mengevaluasi 

efektivitas kebijakan desentralisasi, mengetahui sejauh mana otonomi daerah 

dalam mengelola kepentingan pemerintahan daerah, dan menjadi landasan 

perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif. Mahmudi (2010) dalam 

Purba et al., (2022) menjelaskan bahwa tingkat desentralisasi dapat dinilai 

dengan membandingkan tingkat PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. 

Rasio ini dapat menunjukkan sejauh mana pemda memaksimalkan sumber 

daya keuangan daerah dengan meningkatkan PAD terhadap pendapatan daerah 

secara keseluruhan. Semakin besar kontribusi terhadap PAD maka semakin 

besar pula kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan desentralisasi. 

5. Menghitung Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja Daerah 

Rasio keserasian mengatur bagaimana pemerintah daerah membagi 

sumber daya keuangannya antara biaya operasional dan pembangunan. Halim 

(2012) berpendapat bahwa semakin banyak uang yang dialokasikan untuk 

belanja rutin, maka semakin kecil proporsi belanja investasi yang ditujukan 

untuk infrastruktur perekonomian masyarakat. Rasio keserasian dibagi menjadi 

dua perhitungan yaitu rasio belanja operasional dan rasio belanja modal. 

Rasio belanja operasional dihitung dengan metode perbandingan total 

belanja operasional dengan total belanja daerah, yang memberikan informasi 

tentang proporsi belanja daerah dengan berkomitmen terhadap belanja 

operasional. Dengan kata lain, rasio ini mewakili jumlah pengeluaran 

pemerintah daerah untuk operasional dalam satu tahun anggaran. 

3. Hasil Penelitian 
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Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil sebagai 

berikut: 

1. Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Kemandirian Keuangan 

Daerah 

Jika dilihat dari perbandingan proporsi keuangan daerah Kota 

Pontianak tahun anggaran 2018-2022, proporsi kebebasan moneter daerah 

tercatat sebesar 38,03% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 39,37% pada 

tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 , angkanya berkurang secara 

terpisah. Menjadi 37,94% dan 37,90% masing-masing karena dampak pandemi 

virus Corona yang dimulai pada awal tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan 

penurunan rasio kemandirian keuangan daerah Pontianak. Pada tahun 2022, 

rasio tersebut kembali naik menjadi 46,38%. Secara keseluruhan, hasil analisis 

menunjukkan bahwa derajat kemandirian Kota Pontianak tergolong rendah 

atau berada dalam interval rasio 25%-50%, dengan persentase rata-rata 

39,92%. 

2. Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Efektivitas PAD 

Hasil perhitungan pada tabel menunjukkan bahwa Pemerintah Kota 

Pontianak berhasil memungut pajak dan retribusi daerah dengan cukup efektif. 

Pencapaian tahun 2018 adalah 98,13%, meningkat menjadi 101,04% pada 

2019. Namun, terdapat penurunan menjadi 94,52% pada 2020 dan 92,50% 

pada 2021 akibat pandemi Covid-19. Meskipun ada penurunan, persentase 

tersebut masih menunjukkan bahwa Kota Pontianak mampu mempertahankan 

efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Secara keseluruhan, 

efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kota 

Pontianak dari tahun 2018 hingga 2022 adalah 96,21%. 

3. Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Efesiensi PAD 

Berdasarkan perhitungan, rasio efisiensi sebesar 96,44% pada tahun 

2018, namun turun menjadi 91,60% pada tahun 2019. akibat Covid-19 rasio 

efesiensi mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021, yang 

berarti kinerja pemerintah mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022 

turun menjadi 97,86% yang menandakan kinerja pemerintah semakin 
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membaik. Proporsi kecakapan Pemerintah Daerah Pontianak tahun anggaran 

2018-2022 dinilai kurang efesien dengan tingkat pencapaian rata-rata sebesar 

99,66%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi otoritas publik dalam 

mengumpulkan dana kurang efektif, terlihat dari pola proporsinya yang di 

bawah 100 persen. Artinya, pemerintah daerah perlu mengeluarkan biaya besar 

untuk mencapai pelaksanaan yang optimal. 

4. Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Derajat Desentralisasi 

Berdasarkan perhitungan di atas, kontribusi PAD terhadap total 

pendapatan daerah Kota Pontianak pada tahun 2018 hingga 2022 digolongkan 

dengan kategori cukup. Rasio persentase yang dicapai setiap tahun antara tahun 

2018 hingga 2022 kurang dari 50%. Rata-rata derajat desentralisasi Kota 

Pontianak pada tahun 2018 hingga 2022 adalah sebesar 26,45% yang tergolong 

cukup karena kurang dari 50%. Menunjukkan bahwa kegagalan Pemerintah 

Kota Pontianak dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah 

telah membatasi kapasitas pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi 

sendiri. 

5. Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak di lihat dari sisi Keserasian Belanja 

Daerah 

Perhitungan rasio belanja rutin Kota Pontianak menunjukkan 

pertumbuhan dari tahun ke tahun, dengan angka persentase sebesar 70,04% 

pada tahun 2018, 72,88% pada tahun 2019, 72,92% pada tahun 2020, dan 

73,38% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, turun 0,76% menjadi 

72,62%. Ratarata rasio belanja rutin Kota Pontianak memenuhi standar 

kualifikasi, yaitu sebesar 72,37% dengan kriteria cukup. 

Dari analisis terhadap rasio belanja modal Kota Pontianak selama 

periode 2018-2022, terlihat adanya penurunan signifikan. Pada tahun 2018, 

tercatat penurunan sebesar 28,78%, dan pada tahun 2019 menurun lagi menjadi 

24,54%. Tahun 2021, tercatat penurunan yang lebih kecil sebesar 2,28%, 

menjadikan total rasio belanja modal sebesar 21,27%. Namun, pada tahun 

2022, ada peningkatan rasio ke angka 25,05%. Secara keseluruhan, rata-rata 
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rasio belanja modal selama periode tersebut adalah 24,64%, yang dianggap 

masih memenuhi kriteria cukup. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dana 

yang dikelola oleh pemerintah daerah masih terfokus pada belanja rutin. 

Kondisi ini menyebabkan rasio belanja modal menjadi lebih rendah bila 

dibandingkan dengan rasio belanja rutin. Pemerintah Kota Pontianak 

tampaknya memberikan prioritas pada belanja rutin, sehingga anggaran untuk 

belanja modal bagi Kota Pontianak menjadi relatif kecil. 

4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja 

keuangan Kota Pontianak selama tahun 2018-2020, diperoleh beberapa temuan 

berikut: Rasio Kemandirian: Selama periode 2018–2022, rata-rata persentase 

kemandirian Kota Pontianak dalam hal kebutuhan keuangan untuk 

pembangunan, pelayanan masyarakat, dan administrasi pemerintahan adalah 

sebesar 39,92%, masih di bawah kriteria 75%. Hal ini menunjukkan Kota 

Pontianak masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio 

Efektivitas: Hasil rata-rata periode 2018–2022 adalah sebesar 96,21% yang 

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak berhasil mencapai jumlah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan. Rasio Efisiensi : Efisiensi 

Kota Pontianak selama ini berada di atas nilai efisiensi optimal sebesar 60%, 

meskipun termasuk dalam kategori kurang efisien dengan rata-rata pencapaian 

sebesar 99,66%. Rasio Desentralisasi: Selama kurun waktu 2018–2022, rata-

rata persentase rasio desentralisasi Kota Pontianak adalah sebesar 26,45%. Hal 

ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai operasionalnya masih relatif rendah. Hal ini 

menunjukkan terbatasnya kapasitas pelaksanaan desentralisasi yang otonom. 

Rasio Keserasian Belanja Daerah: Kota Pontianak mengalokasikan sebagian 

besar anggarannya untuk operasional dibandingkan untuk modal. Jika rata-rata 

rasio belanja modal hanya sebesar 24,64%, rata-rata rasio belanja operasional 

mencapai 72,37%. Hasil ini memberikan gambaran umum bahwa Kota 

Pontianak perlu meningkatkan kemandirian keuangannya, memperbaiki 
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efisiensinya, dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk tujuan 

pembangunan serta operasi. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan 

keuangan kota dapat lebih mandiri dan berkelanjutan. 

Covid-19 telah mengubah perekonomian global, nasional, dan regional. 

Pandemi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan 

perekonomian Kota Pontianak, membatasi pergerakan masyarakat, aktivitas, 

serta produk dan jasa. Selain itu, konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, 

dan manufaktur semuanya menurun drastis sehingga berdampak pada 

perlambatan pertumbuhan ekonomi.Namun, pemerintah daerah dengan cepat 

menerapkan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat perekonomian 

daerah dengan meningkatkan pengeluaran, menjaga daya beli masyarakat, dan 

memungkinkan ekspor dan impor. Hal ini terkait dengan kinerja Pemerintah 

Kota Pontianak pascapandemi Covid-19 yang semakin membaik; Pemerintah 

Kota Pontianak perlu terus meningkatkan kinerja untuk menjaga tingkat 

efektivitas tinggi yang dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi 

pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, fokus pada APBD dan 

menetapkan skala prioritas adalah langkah penting untuk meningkatkan 

efisiensi keuangan daerah. 

5. Saran 

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan agar Kota 

Pontianak dapat lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah. 

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan 

anggaran dengan menghentikan operasional belanja dan mencari cara untuk 

mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. 

3. Pemerintah Kota Pontianak harus melakukan evaluasi secara menyeluruh 

terhadap strategi pengumpulan PAD, termasuk meningkatkan efektivitas 

pengumpulan pajak dan retribusi. Penggunaan informasi teknologi, seperti 

aplikasi pembayaran pajak online, dapat mempermudah masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan. 

4. Pemerintah perlu meninjau kembali alokasi anggaran antara belanja 

operasional dan modal belanja. Penetapan prioritas anggaran yang lebih 
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baik akan membantu memastikan bahwa investasi dalam infrastruktur dan 

pembangunan tidak terabaikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut DPR, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

adalah rencana keuangan tahunan yang bertujuan untuk mendistribusikan dana, 

menjamin stabilitas, dan mengalokasikan dana. Undang-Undang 28 Tahun 2022 

menetapkan APBN sebagai salah satu cara pengelolaan keuangan negara yang 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara 

beretika dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004, ketika daerah mempunyai otonomi, maka daerah juga 

bertanggung jawab mengatur dan mengatur kegiatan pemerintahan serta 

kepentingan daerahnya sendiri. 

Untuk mengelola APBD secara terbuka dan efisien, pemerintah daerah 

harus menetapkan sistem otonomi keuangan sebagai bagian dari program 

Otonomi Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, 

Pemerintah Daerah dan DPRD mengkaji dan menyetujui APBD setiap tahun, 

yang merupakan penjabaran tahunan pendapatan, belanja, dan tujuan keuangan 

daerah untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 

tanggal 31 Desember. Setiap tahun anggaran, seluruh pendapatan dan belanja 

daerah baik dalam bentuk moneter, barang, dan jasa harus dianggarkan 

menggunakan APBD.(Haryanto, 2007). APBD mendorong pengelolaan keuangan 

daerah, memberdayakan pemerintah daerah untuk mengawasi pembangunan 

melalui langkah-langkah desentralisasi.  

APBD berfungsi sebagai mekanisme pemberian pelayanan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah 

Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang mempraktikkan otonomi 

daerah. Dengan kata lain, wilayah Kota Pontianak telah mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan sanggup 
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memberikan jasa yang terbaik kepada rakyat sekaligus membuka peluang bagi 

perekonomian wilayah Kota Pontianak untuk tumbuh dan berkembang.  

Awani dan Hariani (2021) melihat pengaruh rasio keuangan dan 

kemandirian terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Dalam studi mereka 

pada tahun 2020, R. Baso dkk. mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten 

Bulukumba menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah. Selanjutnya APBD 

dan kinerja pemerintah Kabupaten Batubara tahun 2015 hingga 2021 diteliti oleh 

Kania dan Pratiwi (2023). Temuan menunjukkan sejumlah kelemahan, termasuk 

variasi penurunan akibat capaian kinerja realisasi PAD dan Transfer yang tidak 

konsisten. Hasil penelitian juga menyoroti ketergantungan yang tinggi pada 

bantuan pemerintah pusat, menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih relatif 

rendah.  

Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan di Kota Pontianak 

mengandalkan data yang dikumpulkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah ketika 

mengambil keputusan di tingkat daerah. Pengembangan kebijakan fiskal dan 

evaluasi efektivitas proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Pontianak sangat bergantung pada analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Pola yang muncul dapat diketahui dengan membandingkan kinerja keuangan saat 

ini dengan periode sebelumnya. Untuk lebih memahami penggunaan keuangan 

publik pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif, penelitian ini berupaya 

mengevaluasi kinerja keuangan Kota Pontianak dengan menggunakan data 

keuangan yang tersedia. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Pernyataan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, analisis rasio 

keuangan daearah dapat menjadi alat ukur dalam kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan menggunakan Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efesiensi 

PAD, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Aktivitas atau Keserasian 

Belanja Daerah. Selain itu, dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat 
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melihat apakah ada perbandingan kinerja keuangan saat ini dengan periode 

sebelumnya dengan cara membandingkan hasil perhitungan kinerja 

periode 2018-2022. 

1.2.2 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) di Kota Pontianak berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efesiensi PAD, Rasio 

Derajat Desentralisasi, dan Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja 

Daerah? 

2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak 

pada periode anggaran 2018-2022? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) di Kota Pontianak berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efesiensi PAD, Rasio 

Derajat Desentralisasi, dan Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja Daerah. 

2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota 

Pontianak pada periode anggaran 2018-2022. 

1.4 Kontribusi Penelitian 

1.4.1 Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi teoritis kepada pihak yang 

membutuhkan informasi kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) di Kota Pontianak berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efesiensi PAD, Rasio Derajat 

Desentralisasi, dan Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja Daerah. 

1.4.2 Kontribusi Praktis 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan dapat memberikan evaluasi atas kinerja keuangan Pemerintah 

Kota Pontianak selama periode 2018-2022 serta diharapkan mampu 

meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan dapat mengoptimalkan 

pengelolaan keuangan daerah agar efektivitas dan efesiensi.  
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2. Bagi Akademis 

Diharapkan dapat menambah literatur dan dapat menjadi sarana 

pengembangan serta referensi tentang analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan daerah. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai 

pengelolaan anggaran daerah, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang analisis rasio keuangan daerah. 

1.5 Gambaran Konseptual Penelitian 

Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pontianak berdasarkan 

perhitungan rasio untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Pontianak tahun 

2018-2022 dan mencari perbandingan kinerja keuangan periode anggaran 2018-

2022. Dari hal tersebut peneliti dapat menilai apakah kinerja Pemerintah Kota 

Pontianak dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk meningkatkan kinerja 

Pemerintah Kota Pontianak dan dapat dijadikan evaluasi dengan membandingkan 

kinerja keuangan saat ini dengan periode sebelumnya dengan cara 

membandingkan hasil perhitungan kinerja periode 2018-2022. 

 

  


